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ABSTRAK 
 

Skripsi ini menunjukkan bahwa masih ada perjanjian jual beli menggunakan mata 

uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun ketentuan 

Kewajiban Penggunaan Rupiah telah diatur pada Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pada Peraturan Bank 

Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban 

Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan 

masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli 

menggunakan mata uang asing di Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Bagaimana peran Bank Indonesia dalam penerapan peraturan tentang kewajiban 

menggunakan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata 

uang asing di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengetahui peran Bank 

Indonesia sebagai penyelenggara kebijakan kewajiban menggunakan Rupiah di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi 

pustaka dan wawancara kepada responden dan narasumber. Kemudian data 

tersebut dipadukan dengan Undang-undang yang berlaku untuk mendapatkan 

analisis yang selanjutnya akan diambil kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian 

ini adalah tidak sah nya perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peran Bank Indonesia dalam 

penerapan peraturan tentang kewajiban menggunakan Rupiah di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan sosialisasi atau edukasi serta 

koordinasi pada pihak terkait. 
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